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<b>ABSTRAK</b><br>

Tax avoidance merupakan suatu cara meminimalisasi kewajiban pagjak tanpa melawan ketentuan perpajakan
yang berlaku. Salah satu bentuk penghindaran pajak ini adalah tax avoidance melalui pinjaman antara pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related party). Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa biasanya memanfaatkan |lemahnya peraturan perpajakan
yang berlaku di Indonesia. Dalam karya akhir ini dibahas tentang bagaimana bentuk praktek-praktek
penghindaran pajak melaui pinjaman related party dilakukan dan peraturan perpajakan di Indonesia untuk
mencegah praktek-praktek tersebut serta cara-cara pencegahannya. Bentuk-bentuk penghindaran pajak pada
pinjaman related party ini bisa dilakukan dalam bentuk pemberian modal dalam bentuk pinjaman,
pemberian pinjaman dengan

memanfaatkan pihak-pihak mediasi (perbankan), pemberian pinjaman tanpa bunga atau dengan tingkat
bunga yang tidak wajar serta pemberian pinjaman dengan memanfaatkan ketentuan Perjanjian Penghindaran
Pajak (P3B). Pembahasan bentuk-bentuk penghindaran

pajak ini diserta dengan ilustrasi baik berupa skema maupun contoh perhitungannya agar mudah dipahami.
Perlakuan perpajakan atas pinjaman related party meliputi bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
memperlakukan bunga pinjaman tersebut, PPh pasal berapa sgja yang terkait, berapa tarif yang berlaku,
bagai mana perlakuannya kepada pembayar bunga dan penerima bunganya, bagaimana perlakuan
perpajakannya jika penerimanya Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Selain itu juga
dibahas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pencegahan tax avoidance melalui
pinjaman related party ini. Peraturan perpajakan yang dibahas dalam karya akhir ini adalah ketentuan dalam
Pasal 18 ayat (1) UU PPh

berkaitan dengan debt to equity ratio serta peraturan terkaitnya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor
KMK-1002/KMK.04/1984 dan KMK-254/KMK.01/1985). K etentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh
memberikan kewenangan pada DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta
menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak
yang mempunyai hubungan istimewa, dan DJP dapat melakukan koreksi pinjaman tanpa bunga dari
pemegang saham jika tidak memenuhi syarat kumulatif seperti yang dimaksud dalam Surat Direktur
Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992. Tax avoidance melalui pemberian pinjaman dengan
memanfaatkan ketentuan

Perjanjian Penghindaran Pgjak (P3B) diambilkan dari adanyaloophole dalam ketentuan pasal 11 P3B antara
Indonesia dengan Belanda yang memungkinkan atas bunga pinjaman tersebut dikenakan tarif PPh Pasal 26
yang lebih rendah dari 20% yaitu 10% dan bahkan 0%.

K etentuan yang terkait dengan pencegahannya adal ah kewajiban menyerahkan Surat Keterangan Domisili
bagi WP luar negeri yang memanfaatkan P3B (Surat Edaran Direktur Jederal Pajak Nomor SE-
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03/PJ.101/1996) dan ketentuan mengenai ?Beneficial Owner?. (SE-

04/PJ.34/2005) Selanjutnya dilakukan analisa apakah peraturan perpaakan yang sudah ada sudah cukup
kuat untuk mencegah tax avoidance melalui pinjaman related party , kelemahankelemahan

peraturan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan Wajib Pgjak untuk melakukan tax avoidance serta
memberikan saran-saran perbaikan terhadap peraturan yang ada serta usul peraturan perpajakan terutama
terkait dengan back to back loan.



